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PALU NP — Untuk yang
kedua kalinya, Pemda Provin-
si Sulawesi Tengah mendapat
penilaian oleh pihak BPK
RI Perwakilan Sulteng  den-

gan opini WTP (Wajar Tanpa

Péngecualian). Kali pertama

B S

opini WTP diraih pada LHP
LKPD tahun anggaran 2012
dan yang kedua kalinya atds
LHP LKPD Tahun Anggaran
2014. y

M Berlanjut ke Hal 7
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Tentunya dalam men-
gapresiasi kinerja pemerintah
daerah provinsi Sulawesi Ten-
gah atas kinerja terhadap lapo-
ran pertanggungjawaban atas
Laporan Keuangan Pemerin-
tah Daerah (LKPD) Provinsi
Sulteng Tahun Anggaran 2014,
dalam hal ini Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI) Perwakilan Sulteng,
berdasarkan LHP atau Laporan
Hasil Pemeriksaan memberi-
kan pendapat atau opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).
Oleh pihak BPK RI Perwaki-
lan Sulteng, Pendapat atau
opini tersebut diberikan ber-
dasarkan sistim pemeriksaan
yang menggunakan metode
risk based audit (RBA) secara
komprehensif yang berlan-
daskan asas profesionalisme
independensi dan integritas.
Sebagaimana disampaikan
pada rapat paripurna istimewa
DPRD Provinsi Sulawesi Ten-
gah dengan agenda sidang
penyampaian LHP LKPD
Pemerintah Provinsi Sulawe-
si Tengah TA 2014 kepada
DPRD dan Pemproyv, yang
berlangsung Rabu (3/6); ber-
tempat di ruang sidang utama
kantor DPRD Sulteng.

Rapat penyampaian LHP
LKPD Pemprov Sulteng yang
diawali dengan penandata-
ngan surat kesepakatan ber-
sama atas penyampaian LHP
LKPD Pemprov Sulteng Ta-
hun Anggaran 2014, namun
sebelumnya itu rapat paripurna
istimewa dipimpin oleh Wakil
Ketua DPRD Sulteng, DR.Ir.

Alimuddin Pa’da.MSi, Ke-
mudian dilanjutkan dengan
penyampaian laporan kepala
BPK RI Perwakilan Sulteng,
oleh Auditor Utama KN VI,
Safruddin Mosii,SE.MM.
Dalam sambutannya, Sa-
fruddin Mosii menyampai-
kan bahwa meskipun BPK
memberikan opini WTP atas
LHP LKPD Pemprov Sulteng,
namun ada 6 temuan BPK
yang menjadi kelemahan bagi
Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah, dan menjadi
catatan khusus untuk segera
ditindaklanjuti. Adapun te-
muan yang dimaksud antara
lain terdapat perhitungan
denda pajak air permukaan
yang tidak sesuai ketentuan,
penyajian laporan pengenda-
lian atas pelaksanaan belanja
hibah barang/jasa yang dis-
erahkan kepada masyarakat,
sistim pengendalian atas pen-
gelolaan belanja hibah dan
bantuan sosial pada Pemprov
Sulteng, Perhitungan Dana
Bagi Hasil pajak provinsi yang
tidak berdasarkan data terbaru
atau penyajian datanya tidak
valid, pengendalian atau pe-
natausahaan persediaan obat,
BHP Medis dan barang yang
diserahkan kepada masyarakat
serta pengelolaan asset-aset
yang dinilai belum memadai.
Selain berupa 6 temuan
tersebut diatas, Pemprov
Sulteng juga dianggap belum
sepenuhnya melaksanakan
kepatuhan dalam menjalan-
kan peraturan perundang-
undangan sehingga hal itu
menjadi kelemahan bagi Pem-
prov Sulteng yakni kelebihan
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